
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan sebuah Undang-Undang yang 
disusun dengan teknik Omnibus Law, sebuah teknik penyusunan Undang-Undang yang digunakan untuk mengganti dan/atau 
mencabut ketentuan dalam sebuah Undang-Undang, atau untuk mengatur ulang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ke 
dalam satu Undang-Undang (tematik). Salah satu latar belakang lahirnya UU Ciptaker dilandasai pemikiran bahwa Indonesia 
masih menghadapi berbagai hambatan dan kemudahan dalam berusaha, termasuk untuk Koperasi dan UMK-M. Saat ini 
terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi, dimana saat ini terdapat 4.451 peraturan Pemerintah Pusat dan 15.965 peraturan 
Pemerintah Daerah. Regulasi dan institusi menjadi hambatan paling utama disamping hambatan terhadap fiskal, infrastruktur 
dan sumber daya manusia. Regulasi tidak mendukung penciptaan dan pengembangan usaha bahkan cenderung membatasi.

Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak 
yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan UU Ciptaker dengan tujuan untuk menciptakan kerja 
yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi 
hak atas penghidupan yang layak. UU Ciptaker mencakup yang terkait dengan:

a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;

b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan Koperasi dan UMK-M; dan

d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Lahirnya UU Ciptaker akan membawa implikasi terhadap berbagai bidang, salah satunya bidang pengembangan hukum 
properti sebagai salah satu bidang yang ikut menjadi bagian harmonisasi peraturan perundang-undangan guna mendukung 
penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, kiranya menjadi penting agar semua pihak mengetahui materi muatan dan ruang 
lingkup yang menjadi pengubahan dalam beberapa Undang-Undang yang mengatur mengenai bidang properti ini (terutama 
bidang perumahan). Dengan demikian, adanya sebuah kompilasi Undang-Undang berbentuk susunan dalam satu naskah 
diharapkan akan memudahkan siapapun yang hendak mengetahui dan memahami isi Undang-Undang dalam bidang properti, 
khususnya perumahan tersebut. 

Terdapat 3 (tiga) Undang-Undang terkait dengan bidang properti yang diubah oleh UU Ciptaker, terutama yang terkait 
dengan bidang perumahan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Ketiga Undang-Undang tersebut yang di dalam buku ini dituangkan secara utuh dalam satu naskah ketentuan-ketentuan 
yang mengalami perubahan oleh UU Ciptaker. Dengan demikian, disusunnya perubahan ketiga Undang-Undang tersebut dalam 
satu naskah akan memudahkan para pembaca untuk melihat dengan utuh perubahan sebagaimana dimaksud.










